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PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Tgr
AL -
@@E“”}M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

B < dan tanggal lahir Poimas, [ EGNG

1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di [l
|
I <cbupaten Kutai
Kartanegara (I ). sclanjutnya

disebut Pemohon.

Lawan,

I . - pat dan tanggal lahir
Surabaya, | 1099 agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di | GczINEINIE
I
.  <obupaten  Kutai
Kartanegara (I ;. seclanjutnya

disebut Termohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis
tanggal 14 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Tgr

telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal [l 2021 terdaftar pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: [ G tanooa! I 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina
rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan
bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa
Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 bulan. Kemudian pindah dan
bertempat kediaman dirumah sewaan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota
Samarinda selama 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2021 antara Pemohon
dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengakaran yang terjadi antara Pemohon
dengan Termohon tersebut disebabkan karena Pernikahan antara Pemohon
dan Termohon bukan atas dasar keinginan Termohon melainkan keinginan
orang tua Termohon. Sehingga Termohon sering tidak mau mendengarkan
nasehat dari Pemohon. Dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam
urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ketika ada masalah rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon sering
membela Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak tanggal 01 Juli 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 minggu,
Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di || GczlN
./

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di [l
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Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 bulan, hak
dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena
sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri
terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon | .-tk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [ EGcNNGNGNGNGNGNNEEEE

I i depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
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hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir
lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka
Panitera Pengadilan Agama Tenggarong telah mengirimkan surat teguran
kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W.17-A3/2455/HK.05/VII1/2022
tanggal 9 Agustus 2022 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya
sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran
tersebut;

Bahwa Plh. Panitera Pengadilan Agama Tenggarong telah pula
membuat keterangan/laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor
999/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 12 September 2022 yang isinya menerangkan
bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah
lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang
perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;
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Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah
habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut
berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor W.17-
A3/2455/HK.05/VI111/2022 tanggal 9 Agustus 2022, akan tetapi Pemohon tetap
tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat
keterangan Panitera Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Tgr tanggal 12 September
2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak
menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan
permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh
dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan
perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mencoret
perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Membatalkan perkara Nomor 999/Pdt.G/2022/PA.Tgr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa,
tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar
1444 Hijriah, oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.l. sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ady Zulkifli

Amin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.l.

Khalishatun Nisa, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 600.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
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